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MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 82 TAHUN 2020 

TENTANG 

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN 

KEAMANAN TAHUN 2020-2021 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dari 

luar negeri, perlu membentuk Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; 

  b. bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan Nomor 55 Tahun 2019 

tentang Satuan Tugas Penanganan Dari Luar Negeri 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan telah habis masa berlakunya, sehingga 

perlu diperbaharui dan disesuaikan kembali pada 

lingkup tugas dan pengorganisasiannya; 

 

 

 

 

SALINAN 
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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

Tahun 2020-2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5216); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5600); 

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child 

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 

5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 159); 

6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368); 

  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, 

HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SATUAN TUGAS 

PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, 

DAN KEAMANAN TAHUN 2020-2021. 

 

KESATU :  Membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya dalam 

Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

 

KEDUA :  Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan.  

 

KETIGA :  Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mengoordinasikan, 

merumuskan kebijakan, menyinkronkan, dan 

mengendalikan pelaksanaan kebijakan penanganan 

pengungsi dari luar negeri. 

 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KETIGA, Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri mempunyai fungsi: 

a. inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang 

berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar 

negeri; 

b. penyiapan perumusan kebijakan serta 

penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka 

penanganan pengungsi dari luar negeri; 
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c. penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang 

diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari 

luar negeri yang meliputi penemuan dan pendataan, 

penampungan, pengamanan dan pengawasan, 

penegakan hukum, kerja sama internasional, 

notifikasi, deportasi dan pemulangan sukarela, 

kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan 

pemberdayaan; 

d. pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian 

permasalahan penanganan pengungsi dari luar negeri 

yang meliputi sebagaimana pada huruf c;   

e. pelaksanaan kerja sama internasional dengan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat 

Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau 

organisasi internasional lainnya dalam penanganan 

pengungsi dari luar negeri; dan 

f. pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Satuan 

Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kepada 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) 

bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. 

 

KELIMA : Organisasi Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri terdiri atas: 

a. Unsur Pimpinan 

1. Pengarah; 

2.  Koordinator; 

3. Ketua; dan 

4. Ketua Harian. 

b. Unsur Kelompok Ahli 

Kelompok Ahli terdiri dari unsur praktisi dan unsur 

lain yang mempunyai keahlian dengan beranggotakan:  

1. ahli bidang intelijen; 

2. ahli bidang keimigrasian;  

3. ahli bidang perlindungan hak asasi manusia; dan 

4. ahli bidang pemerintahan. 
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c. Unsur Sekretariat 

1. Kepala Sekretariat; 

2. Kepala Sekretariat dibantu oleh anggota 

Sekretariat yang terdiri atas beberapa bidang 

yang dijabat oleh Sekretaris Bidang, bidang 

dimaksud terdiri atas: 

a) Bidang Operasional; 

b) Bidang Media dan Hubungan Masyarakat; 

c) Bidang Pendataan; dan 

d) Bidang Program, Anggaran, dan 

Administrasi. 

d. Unsur Anggota, yaitu: 

1. Sub Satuan Tugas Bidang Penemuan dan 

Pendataan; 

2. Sub Satuan Tugas Bidang Penampungan; 

3. Sub Satuan Tugas Bidang Pengamanan; 

4. Sub Satuan Tugas Bidang Pengawasan dan 

Penegakan Hukum; 

5. Sub Satuan Tugas Bidang Kerja Sama 

Internasional; 

6. Sub Satuan Tugas Bidang Notifikasi, Deportasi, 

dan Pemulangan Sukarela; dan 

7. Sub Satuan Tugas Bidang Kebutuhan Dasar, 

Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan. 

 

KEENAM : Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan 

Diktum KELIMA memiliki susunan keanggotaan yang 

terdiri atas: 

a. Unsur Pimpinan 

1. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

2. Koordinator : Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan. 
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3. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan. 

4.  Ketua Harian : Asisten Deputi Koordinasi 

Penanganan Kejahatan 

Transnasional dan 

Kejahatan Luar Biasa, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

 

b. Unsur Kelompok Ahli 

1. Anggota 

Kelompok Ahli 

Bidang Intelijen 

: Sdr. DR. Barito Mulyo. 

 

2. Anggota 

Kelompok Ahli 

Bidang 

Keimigrasian 

: Sdr. Gatot Subroto, S.H., 

M.M. 

3. Anggota 

Kelompok Ahli 

Bidang 

Perlindungan 

Hak Asasi 

Manusia  

: Sdr. Gatot Ristanto, S.H., 

M.M. 

4. Anggota 

Kelompok Ahli 

Bidang 

Pemerintahan 

: Sdr. Drs. Masykur. 

 

c. Unsur Sekretariat 

1. Kepala 

Sekretariat 

: Sekretaris Deputi Bidang 

Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan.  
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2. Sekretaris 

Bidang 

Operasional 

: Kepala Bidang Penanganan 

Kejahatan Transnasional, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

3. Sekretaris 

Bidang Media 

dan Hubungan 

Masyarakat 

: Kepala Bidang Penanganan 

Kejahatan Luar Biasa, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

4. Sekretaris 

Bidang Program 

: Kepala Bagian Tata Usaha 

dan Umum pada 

Sekretariat Deputi Bidang 

Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

5. Sekretaris 

Bidang 

Anggaran 

: Kepala Bagian Program dan 

Evaluasi pada Sekretariat 

Deputi Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan. 

6. Sekretaris 

Bidang 

Administrasi 

: Kepala Subbagian Tata 

Usaha pada Sekretariat 

Deputi Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan. 

7. Sekretaris 

Bidang 

Pendataan 

: Sdri. Dian Purnamasari, 

Pengevaluasi Program dan 

Kinerja pada Sekretariat 

Deputi Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan. 
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d.  Unsur Anggota 
 

1. Anggota Sub 

Satuan Tugas 

Bidang 

Penemuan dan 

Pendataan 

: 1. Direktur Operasi, 

Badan Nasional 

Pencarian dan 

Pertolongan; 

2. Wakil Asisten Operasi 

Kepala Staf Angkatan 

Laut, Tentara Nasional 

Indonesia; 

3. Direktur Polisi Air, 

Korps Kepolisian Air 

dan Udara, Badan 

Pemelihara Keamanan, 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

4. Direktur Operasi Laut, 

Badan Keamanan Laut; 

5. Direktur Kerja Sama 

Keimigrasian, 

Direktorat Jendral 

Imigrasi, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

6. Direktur Pendaftaran 

Penduduk, Direktorat 

Jenderal 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, 

Kementerian Dalam 

Negeri; dan 

7. Kepala Subdirektorat 

Kemanusiaan, 

Direktorat Hak Asasi 

Manusia dan 

Kemanusiaan, 

Direktorat Jenderal 

Kerjasama Multilateral, 

Kementerian Luar 

Negeri. 
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2. Anggota Sub 

Satuan Tugas 

Bidang 

Penampungan 

: 1. Direktur Kewaspadaan 

Nasional, Direktorat 

Jenderal Politik dan 

Pemerintahan Umum, 

Kementerian Dalam 

Negeri; 

2. Direktur Penataan 

Daerah, Otonomi 

Khusus dan Dewan 

Pertimbangan Otonomi 

Daerah, Direktorat 

Jenderal Otonomi 

Daerah, Kementerian 

Dalam Negeri; dan 

3. Direktur Rehabilitasi 

Sosial Tuna Sosial dan 

Korban Perdagangan 

Orang, Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi 

Sosial, Kementerian 

Sosial. 

3. Anggota Sub 

Satuan Tugas 

Bidang 

Pengamanan 

: 1. Direktur Sabhara, 

Korps Sabhara, Badan 

Pemelihara Keamanan, 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

dan 

2. Kepala Bagian Kerja 

Sama, Direktorat Polisi 

Air, Korps Kepolisian 

Air dan Udara, Badan 

Pemelihara Keamanan, 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
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4. Anggota Sub 

Satuan Tugas 

Bidang 

Pengawasan 

dan Penegakan 

Hukum 

: 1. Direktur Pengawasan 

dan Penindakan 

Keimigrasian, 

Direktorat Jenderal 

Imigrasi, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

2. Kepala Biro Pembinaan 

dan Operasional, 

Badan Reserse 

Kriminal, Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia; 

3. Direktur Intelijen 

Keimigrasian, 

Direktorat Jenderal 

Imigrasi, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Direktur Keamanan 

Negara, Badan Intelijen 

Keamanan, Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia; 

5. Direktur 2.2 Badan 

Intelijen Negara; dan 

6. Kepala Subdirektorat 

Pengawasan Orang 

Asing, dan Lembaga 

Asing, Direktorat 

Kewaspadaan Nasional, 

Direktorat Jenderal 

Politik dan 

Pemerintahan Umum, 

Kementerian Dalam 

Negeri. 
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5. Anggota Sub 

Satuan Tugas 

Bidang Kerja 

Sama 

Internasional 

: 1. Direktur Hak Asasi 

Manusia dan 

Kemanusiaan, 

Direktorat Jenderal 

Kerjasama Multilateral, 

Kementerian Luar 

Negeri; dan 

2. Asisten Deputi 

Koordinasi Kerjasama 

Organisasi 

Internasional, 

Kementerian 

Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

6. Anggota Sub 

Satuan Tugas 

Bidang 

Notifikasi, 

Deportasi, dan 

Pemulangan 

Sukarela 

: 1. Direktur Konsuler, 

Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler, 

Kementerian Luar 

Negeri; 

2. Kepala Subdirektorat 

Detensi Imigrasi dan 

Deportasi, Direktorat 

Pengawasan dan 

Penindakan 

Keimigrasian, 

Direktorat Jenderal 

Imigrasi, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; dan 

3. Kepala Subdirektorat 

Jasa Konsuler Warga 

Negara Asing, 

Direktorat Konsuler, 

Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler, 

Kementerian Luar 

Negeri. 



- 12 - 
 

 
© 2020 Biro Kumsidhal 

7. Anggota Sub 

Satuan Tugas 

Bidang 

Kebutuhan 

Dasar, 

Pendidikan, 

Kesehatan, dan 

Pemberdayaan 

: 1. Direktur Perlindungan 

Sosial Korban Bencana 

Sosial, Direktorat 

Jenderal Perlindungan 

dan Jaminan Sosial, 

Kementerian Sosial; 

2. Komisioner Komisi 

Perlindungan Anak 

Indonesia Bidang 

Pendidikan; 

3. Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Kerjasama Luar Negeri, 

Sekretariat Jenderal 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

4. Kepala Biro Hukum 

dan Organisasi, 

Sekretariat Jenderal 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

5. Direktur Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan, 

Direktorat Jenderal 

Pelayanan Kesehatan, 

Kementerian 

Kesehatan; dan 

6. Direktur Produktivitas 

dan Kewirausahaan, 

Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan 

dan Produktivitas, 

Kementerian 

Ketenagakerjaan. 
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KETUJUH : Bagan organisasi dan tata kerja Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri tercantum dalam Lampiran  

Keputusan Menteri Koordinator ini. 

 

KEDELAPAN : Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas 

mulai dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 

31 Desember 2021.  

 

KESEMBILAN :  Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan pada Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 

2020 dan Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber lain 

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

KESEPULUH : Keputusan Menteri Koordinator ini berlaku dari tanggal 3 

Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Presiden Republik Indonesia; 

2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 

3. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 

4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 

5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; 

6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan; 

7. Menteri Sekretaris Negara; 

8. Menteri Sekretaris Kabinet; 

9. Menteri Dalam Negeri; 

10. Menteri Luar Negeri; 

11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

12. Menteri Keuangan; 

13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
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14. Menteri Kesehatan; 

15. Menteri Sosial; 

16. Menteri Ketenagakerjaan; 

17. Kepala Staf Kepresidenan; 

18. Kepala Badan Intelijen Negara; 

19. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 

20. Kepala Badan Keamanan Laut; 

21. Jaksa Agung Republik Indonesia; 

22. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

23. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

24. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut; 

25. Yang bersangkutan. 

 

 

    Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 September 2020 

     

MENTERI KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

          TTD. 

 

MOH. MAHFUD MD 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, 

 

 

 

Sidiq Mustofa 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 82 TAHUN 2020 

TENTANG  

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI 

DARI LUAR NEGERI KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, 

DAN KEAMANAN TAHUN 2020-2021 

 

 

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS PENANGANAN 

PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2020-2021 

 

I. Bagan Organisasi Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri 

Pengarah

Kepala

Sekretariat

Kelompok Ahli Ketua

Ketua Harian

Bidang

Operasional

Bidang Media dan

Hubungan

Masyarakat

Bidang

Pendataan

Bidang Administrasi, 

Program, dan

Anggaran

Sub Satuan

Tugas

Penampungan

Sub Satuan

Tugas

Penemuan

dan

Pendataan

Sub Satuan

Tugas

Notifikasi, 

Deportasi, 

dan

Pemulangan

Sukarela

Sub Satuan

Tugas

Kebutuhan

Dasar, 

Pendidikan, 

Kesehatan, 

dan

Pemberdayaan

Sub Satuan

Tugas

Pengawasan

dan

Penegakan

Hukum

Sub Satuan

Tugas

Pengamanan

Sub Satuan

Tugas

Kerja Sama

Internasional

Koordinator
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II. Tata Kerja Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

a. Unsur Pimpinan 

1. Pengarah Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri mempunyai tugas:  

a) memberikan arahan dan petunjuk umum untuk 

kelancaran tugas koordinasi penanganan pengungsi dari 

luar negeri; 

b) mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang 

timbul antar kementerian/lembaga terkait dan instansi 

lainnya; dan 

c) mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan Satuan 

Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri agar 

berjalan sesuai dengan program kerja yang telah 

ditentukan. 

2. Koordinator Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri, atas petunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan (selaku Pengarah) mempunyai tugas: 

a) menyinkronisasikan, mengoordinasikan, dan 

mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Satuan 

Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri agar 

tercipta koordinasi dan sinkronisasi penanganan 

pengungsi dari luar negeri; 

b) memimpin, memantau, dan mengarahkan pelaksanaan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penanganan 

pengungsi dari luar negeri; dan 

c) mengarahkan, dan mengendalikan evaluasi pelaksanaan 

tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Satgas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

dibantu oleh Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri, sesuai arahan Koordinator 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

mempunyai tugas: 

a) menetapkan program kerja Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri yang disusun dan 

dipersiapkan oleh Ketua Harian Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri serta 

memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas 
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kepada seluruh Sub Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri; 

b) memimpin dan mengoordinasikan kegiatan seluruh Sub 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; 

c) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan  

kegiatan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri atas dasar perencanaan, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis, dan kerangka acuan kerja yang ada; 

d) memimpin dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,  

dan pengendalian penanganan pengungsi dari luar 

negeri sesuai petunjuk Koordinator Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri serta membuat 

laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan 

petunjuk kerja yang ada; dan 

e) Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri atas petunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan (selaku Pengarah) diberikan 

kewenangan untuk mengusulkan perubahan/pergantian 

keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri dan melaksanakan tugas lainnya yang 

berkaitan dengan pengerahan sumber daya organisasi 

dan tugas operasional Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri. 

4. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri, mempunyai tugas: 

a) menyusun program kerja Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri yang disusun bersama 

dengan seluruh anggota Sub Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri, berdasarkan petunjuk dan 

arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri; 

b) membantu pelaksanaan tugas Ketua Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam: 

1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 

tugas seluruh Sub Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri dalam rangka 

penyelesaian berbagai permasalahan penanganan 

pengungsi dari luar negeri; dan 
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2) memimpin dan melaksanakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian penanganan 

pengungsi dari luar negeri sesuai petunjuk dan 

arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi 

dari Luar Negeri dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri sesuai prosedur dan 

petunjuk kerja yang ada, 

c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

penanganan pengungsi dari luar negeri atas dasar 

petunjuk dan arahan Pengarah, Koordinator, dan Ketua 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

 

b. Unsur Kelompok Ahli 

Kelompok Ahli Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri, sesuai arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi 

dari Luar Negeri mempunyai tugas: 

1. memberikan masukan dan saran kepada Ketua melalui Ketua 

Harian Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

dalam mendukung pelaksanaan tugas Penanganan Pengungsi 

dari Luar Negeri;  

2. memberikan asistensi dan rekomendasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi 

dari Luar Negeri; dan 

3. melakukan analisis data dan informasi untuk menjadi 

masukan dan saran perumusan kebijakan.  

 

c. Unsur Sekretariat 

1. Kepala Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri mempunyai tugas membantu Ketua Harian 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam 

pelaksanaan tugasnya dan memberikan dukungan 

administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang 

meliputi:  

a) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; 
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b) perencanaan dan pengendalian administrasi kegiatan, 

administrasi umum, anggaran, dan publikasi umum 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; 

dan 

c) menyusun laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas 

setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan sekali 

atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. 

2. Kepala Sekretariat dibantu oleh anggota Sekretariat yang 

terdiri atas beberapa bidang yang tiap bidangnya dijabat oleh 

Sekretaris Bidang, bidang dimaksud yaitu:  

a) Bidang Operasional mempunyai tugas: 

1) menyiapkan penyusunan program kerja Satuan 

Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; 

2) menghimpun dan merencanakan pelaksanaan tugas  

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri; 

3) pemantauan dan evaluasi administrasi kegiatan 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri serta mensinkronisasikan kegiatan dengan 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 

4) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretaris Bidang 

Operasional kepada Kepala Sekretariat Satuan 

Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; dan 

5) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) 

bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai keperluan. 

b) Bidang Media dan Hubungan Masyarakat mempunyai 

tugas: 

1) melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi 

media, konferensi pers, dan pelayanan informasi 

kepada media; dan 

2) melakukan penyiapan pelaksanaan peliputan, 

publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Ketua 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, 
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Hukum, dan Keamanan selaku Pengarah Satuan 

Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

c)  Bidang Pendataan, mempunyai tugas: 

1) melakukan pengumpulan, pengolahan, serta 

analisis data dan informasi untuk disajikan kepada 

pimpinan; 

2) mendistribusikan data dan informasi kepada Kepala 

Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Pengungsi 

dari Luar Negeri sebagai bahan tindak lanjut; dan 

3) membuat infografis tentang kegiatan Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

d) Bidang Administrasi, Program, dan Anggaran, 

mempunyai tugas: 

1) melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat 

menyurat, tata naskah, dan ekspedisi surat 

kesekretariatan Satuan Tugas Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri; 

2) melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan 

pengarsipan; 

3) menentukan surat-surat yang sesuai klasifikasinya; 

4) membuat rencana dan kebutuhan anggaran Satuan 

Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; 

5) bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana 

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri; 

6) melaksanakan distribusi anggaran Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk 

mendukung pelaksanaan Sub Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

7) menyusun laporan administrasi dan penggunaan 

anggaran Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri; 

8) menyusun rencana program dan anggaran serta 

pengelolaan administrasi keuangan Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; 
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9) bertanggungjawab terhadap dokumen 

pertanggungjawaban keuangan Satuan Tugas 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; dan 

10) menyusun laporan dan evaluasi penggunaan 

anggaran Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri. 

 

d. Unsur Anggota 

Tiap Sub Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

melaksanakan tugas sesuai bidangnya yaitu:  

1. menyusun program kerja Sub Satuan Tugas masing-masing 

dan merencanakan kegiatan Sub Satuan Tugas sebagai 

penjabaran dari program kerja yang telah disusun; 

2. membuat kajian dan telaahan staf tentang permasalahan 

yang menonjol dan penting yang terjadi maupun prediksi 

tentang pengungsi dari luar negeri sesuai dengan bidang                 

Sub Satuan Tugas masing-masing;  

3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian 

permasalahan penanganan pengungsi dari luar negeri; 

4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan penanganan pengungsi dari luar negeri; dan 

5. melaporkan semua hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua 

Harian Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri. 
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